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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui 

pengaturan hukum Memorandum of 
Understanding dalam hukum perjanjian Indonesia 

dan untuk mengetahui bagaimana penerapan force 

majeure sebagai alasan pembatalan Memorandum 

of Understanding dalam praktik putusan 
pengadilan di Indonesia. Dengan menggunakan 

metode penelitian yuridis doktrinal, dapat ditarik 

kesimpulan yaitu : 1. Memorandum of 
Understanding (MoU) dalam sistem hukum 

perjanjian Indonesia pada dasarnya memiliki 

kedudukan hukum yang sah berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1338 KUHPerdata, meskipun tidak diatur 

secara eksplisit dalam peraturan perundang-

undangan. Kekuatan mengikat suatu MoU tidak 
ditentukan oleh nomenklatur dokumennya, 

melainkan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat sah 

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, 

kecakapan para pihak, objek tertentu, dan causa 

yang halal. 2. Force majeure berdasarkan Pasal 
1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata dapat 

diterapkan sebagai dasar pembatalan, 

penangguhan, maupun pembebasan kewajiban 

dalam MoU yang telah memenuhi syarat sahnya 
perjanjian. Penerapannya bergantung pada sifat 

force majeure yang terjadi, di mana force majeure 

absolut mengakibatkan berakhirnya perikatan, 
sedangkan force majeure relatif hanya 

menangguhkan pelaksanaan prestasi. Melalui 

analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 959 

K/Pdt/2019, ditemukan bahwa banjir yang 
menghambat pelaksanaan prestasi 

dikualifikasikan sebagai force majeure relatif 

yang menyebabkan penangguhan kewajiban dan 
menghapus kewajiban pembayaran kompensasi 

berupa demurrage, sekaligus menegaskan bahwa 

penolakan terhadap force majeure yang terbukti 
dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. 

 

Kata Kunci : force majeure, pembatalan, 

memorandum of understanding 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Pengaturan mengenai perjanjian secara 

umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mendefinisikan 

perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menentukan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu 

adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk 
membuat perikatan, objek tertentu, dan causa 

yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut 

terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya. 

Ketentuan tersebut mencerminkan penerapan asas 
kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt 

servanda dalam sistem hukum perjanjian 

Indonesia. 
Praktik bisnis, pelaksanaan perjanjian tidak 

selalu berjalan sebagaimana yang telah 

diperjanjikan. Berbagai faktor eksternal yang 

berada di luar kehendak para pihak dapat 
menghambat, menunda, bahkan membuat 

pelaksanaan prestasi menjadi mustahil untuk 

dilaksanakan. Keadaan demikian dalam hukum 
perjanjian dikenal dengan istilah force majeure 

atau keadaan memaksa. Konsep force majeure 

merupakan salah satu prinsip penting dalam 
hukum perikatan yang memberikan perlindungan 

hukum kepada debitur apabila 

ketidakmampuannya memenuhi prestasi terjadi 

bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, 
melainkan akibat suatu peristiwa yang tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya, tidak dapat dicegah, 

dan berada di luar kekuasaan para pihak.5 
Pengaturan mengenai force majeure dalam 

hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam 

Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata.6 Pasal 1244 pada pokoknya 
menentukan bahwa debitur wajib mengganti 

biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak dapat 

membuktikan bahwa tidak dipenuhinya perikatan 
disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga dan 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 

Sementara itu, Pasal 1245 menegaskan bahwa 
tidak ada kewajiban untuk membayar biaya, 

kerugian, dan bunga apabila debitur tidak dapat 
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memenuhi prestasi karena keadaan memaksa atau 

kejadian yang tidak disengaja. 
Pengaturan mengenai force majeure telah 

diatur secara normatif, penerapannya dalam 

praktik seringkali menimbulkan sengketa, 
khususnya dalam menentukan apakah suatu 

peristiwa benar-benar memenuhi unsur keadaan 

memaksa serta apakah keadaan tersebut dapat 

membebaskan, menangguhkan, atau hanya 
menunda pelaksanaan kewajiban para pihak. 

Persoalan ini menjadi semakin kompleks dalam 

hubungan bisnis yang melibatkan risiko 
operasional tinggi, seperti sektor pertambangan 

dan pengangkutan laut, yang sangat dipengaruhi 

oleh kondisi alam dan faktor eksternal lainnya. 

Salah satu perkara yang menarik untuk 
dianalisis berkaitan dengan penerapan force 

majeure dalam hubungan kontraktual adalah 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 959 K/Pdt/2019.7 Perkara ini bermula dari 

hubungan hukum antara PT Trans Pasific Jaya 

sebagai pemilik kapal dengan PT Bara Artha 
Energi sebagai penyewa kapal yang diikat dalam 

suatu Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) 

Nomor 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 

2017. Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak 
penyewa meminta agar kapal disiapkan untuk 

mengangkut batu bara dari wilayah tambang di 

Kalimantan Selatan menuju Medan dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan. 

Namun dalam pelaksanaannya, sejak tanggal 

19 Mei sampai dengan 23 Mei 2017 terjadi banjir 
besar di area pertambangan yang menggenangi 

lokasi tambang serta merusak jalur hauling, 

sehingga aktivitas pengangkutan batu bara menuju 

pelabuhan muat tidak dapat dilakukan. Keadaan 
tersebut didukung dengan surat keterangan dari 

pihak tambang serta pemerintah setempat yang 

menerangkan adanya kondisi force majeure. 
Akibat tertundanya proses pemuatan batu bara, 

terjadi keterlambatan penggunaan kapal yang 

kemudian menimbulkan tagihan biaya demurrage 

sebesar Rp182.570.000,00 dari pihak pemilik 
kapal kepada pihak penyewa. 

Pihak penyewa berpendapat bahwa 

keterlambatan tersebut terjadi semata-mata akibat 
keadaan memaksa berupa banjir yang berada di 

luar kendali para pihak, sehingga berdasarkan 

klausul force majeure dalam SPAL serta 
ketentuan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, pihaknya tidak seharusnya 

dibebani pembayaran demurrage. Sebaliknya, 

pihak pemilik kapal berpendapat bahwa 
keterlambatan tersebut tetap menimbulkan 
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konsekuensi kontraktual karena kapal telah 

tersedia sesuai jadwal dan biaya operasional tetap 
berjalan. 

Sengketa tersebut kemudian diajukan ke 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara 
Nomor 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang pada 

pokoknya mengabulkan sebagian gugatan 

penggugat dan menyatakan tergugat telah 

melakukan wanprestasi. Putusan tersebut 
kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di 

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 959 

K/Pdt/2019. 
Putusan ini menarik untuk dikaji karena 

memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan 

menilai unsur-unsur force majeure, terutama 

terkait peristiwa banjir sebagai bencana alam yang 
menghambat pemenuhan prestasi dalam hubungan 

kontraktual. Selain itu, putusan ini juga 

memberikan gambaran mengenai akibat hukum 
dari force majeure, apakah keadaan tersebut 

menghapus kewajiban debitur secara permanen, 

hanya menangguhkan pelaksanaan prestasi, atau 
sekadar menghapus tanggung jawab pembayaran 

ganti rugi. 

 

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturam hukum Memorandum 

of Understanding dalam hukum perjanjian 

Indonesia? 
2. Bagaimana penerapan force majeure sebagai 

alasan pembatalan Memorandum of 

Understanding dalam praktik putusan 
pengadilan di Indonesia? 

 

C. Metedologi penelitian  

Penelitian ini termasuk ke dalam tipe 
penelitian yuridis doktrinal.  

 

PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Memorandum of 

Understanding dalam Hukum Perjanjian di 

Indonesia 

Memorandum of Understanding (MoU) atau 
nota kesepahaman merupakan instrumen hukum 

yang sering digunakan dalam praktik bisnis, kerja 

sama antar lembaga, maupun hubungan 
keperdataan sebagai bentuk kesepakatan awal 

sebelum para pihak menuangkan kehendaknya 

dalam perjanjian yang lebih rinci. Dalam praktik 
hukum di Indonesia, MoU belum diatur secara 

khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. 

Meskipun demikian, keberadaan MoU tetap 

memperoleh legitimasi yuridis melalui ketentuan 
umum hukum perjanjian dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

khususnya ketentuan mengenai perikatan dan 
kebebasan berkontrak. 



Secara normatif, dasar hukum utama yang 

dapat dijadikan landasan keberlakuan MoU adalah 
Pasal 1313 KUHPerdata, yang mendefinisikan 

perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa pada prinsipnya setiap 

kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum 

antar para pihak dapat dikualifikasikan sebagai 
suatu perjanjian. Dengan demikian, MoU sebagai 

bentuk kesepahaman tertulis yang memuat 

kesepakatan para pihak pada dasarnya dapat 
dipandang sebagai bagian dari hukum perjanjian 

sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian. 

Memorandum of Understanding (MoU) 

merupakan instrumen hukum yang kerap 
digunakan dalam dunia bisnis dan kerja sama 

antarpihak, baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional. Secara harfiah, MoU dapat diartikan 
sebagai nota kesepahaman atau nota kesepakatan 

yang memuat pernyataan kehendak para pihak 

untuk menjalin suatu hubungan kerja sama di 
masa mendatang.8 Berbeda dengan perjanjian atau 

kontrak pada umumnya, MoU lazimnya dipahami 

sebagai dokumen pra-kontrak yang 

menggambarkan garis besar dari hubungan yang 
hendak dibangun, tanpa secara langsung 

menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat 

dipaksakan pelaksanaannya. 
Dalam praktik hukum Indonesia, istilah MoU 

tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya. 

Penggunaan MoU di Indonesia berkembang 

melalui praktik bisnis dan adopsi dari sistem 

hukum common law, khususnya hukum Anglo-
Saxon, yang kemudian diadaptasi ke dalam sistem 

hukum civil law yang dianut Indonesia. Hal ini 

menyebabkan status hukum MoU seringkali 
menjadi perdebatan, terutama ketika para pihak 

berselisih mengenai apakah MoU yang telah 

ditandatangani bersifat mengikat secara hukum 

atau semata-mata hanya merupakan pernyataan 
niat (letter of intent) yang tidak melahirkan 

konsekuensi yuridis. 

Karakteristik utama MoU yang 
membedakannya dari kontrak formal antara lain 

adalah: pertama, MoU biasanya disusun dalam 

bahasa yang sederhana dan tidak terlalu teknis; 
kedua, MoU umumnya tidak memuat klausul 

sanksi atau ganti rugi yang rinci jika salah satu 

pihak tidak memenuhi isi nota tersebut. ketiga, 

MoU seringkali bersifat sementara dan menjadi 
dasar bagi perundingan lebih lanjut untuk 
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menghasilkan perjanjian yang lebih 

komprehensif; dan keempat, MoU lazimnya tidak 
mensyaratkan formalitas tertentu seperti akta 

notaris.9 Meski demikian, tidak sedikit MoU yang 

memuat klausul-klausul yang sangat spesifik dan 
terperinci sehingga pada hakikatnya memenuhi 

unsur-unsur suatu perjanjian yang mengikat.10 

Dalam doktrin hukum, MoU sering dipahami 

sebagai preliminary agreement atau perjanjian 
pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan 

bagi penyusunan kontrak utama. MoU biasanya 

memuat pokok-pokok kesepahaman, ruang 
lingkup kerja sama, hak dan kewajiban umum 

para pihak, serta mekanisme tindak lanjut. Namun 

demikian, terdapat perdebatan mengenai apakah 

MoU bersifat mengikat secara hukum atau hanya 
mengikat secara moral. Menurut kajian dalam 

jurnal Veritas et Justitia, kekuatan mengikat MoU 

sangat bergantung pada substansi yang dimuat di 
dalamnya. Apabila MoU hanya memuat 

pernyataan niat (statement of intent), maka 

sifatnya lebih merupakan ikatan moral. Akan 
tetapi, apabila MoU telah mengatur hak, 

kewajiban, objek prestasi, serta konsekuensi 

hukum apabila terjadi pelanggaran, maka MoU 

dapat dipersamakan dengan kontrak yang 
mengikat secara hukum.  

Pandangan serupa juga dikemukakan dalam 

penelitian mengenai status hukum MoU dalam 
hukum perjanjian Indonesia yang menyatakan 

bahwa MoU dapat memiliki kekuatan mengikat 

apabila memenuhi syarat sah perjanjian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, dan dengan demikian berlaku 

prinsip pacta sunt servanda berdasarkan Pasal 

1338 KUHPerdata. Sebaliknya, apabila MoU 
hanya berisi kesepahaman awal tanpa adanya 

unsur prestasi yang jelas, maka akibat hukumnya 

lebih bersifat moral dan tidak dapat secara 
langsung dijadikan dasar gugatan wanprestasi.  

Hukum perjanjian di Indonesia berpijak pada 

ketentuan Buku III KUHPerdata yang mengatur 

perihal perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 
KUHPerdata, perikatan dapat lahir dari perjanjian 

maupun dari undang-undang. Sementara itu, 

perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dengan 
demikian, esensi dari suatu perjanjian adalah 

adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih 

yang menciptakan hubungan hukum berupa hak 

dan kewajiban. 
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Kedudukan MoU dalam sistem hukum 

perjanjian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 
prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang 

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Prinsip ini 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 

membuat perjanjian dengan isi apa pun, termasuk 
membuat MoU, sepanjang tidak bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 

umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 
KUHPerdata. 

Dalam pandangan hukum Indonesia, MoU 

pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua kategori besar. Pertama, MoU sebagai 
perjanjian pendahuluan (preliminary agreement 

atau pre-contract) yang semata-mata 

mencerminkan itikad baik para pihak untuk 
menegosiasikan perjanjian pokok di masa yang 

akan datang. Dalam hal ini, MoU tidak 

melahirkan perikatan yang dapat dituntut 
pemenuhannya secara hukum. Kedua, MoU yang 

sesungguhnya telah memenuhi syarat sahnya 

perjanjian sehingga memiliki kekuatan hukum 

mengikat layaknya suatu kontrak. Perbedaan 
kategorisasi ini sangat bergantung pada substansi 

isi MoU itu sendiri serta niat (intention) para 

pihak ketika menandatanganinya.11 
Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa 

MoU merupakan perjanjian tidak sempurna 

karena tidak memuat secara lengkap hak dan 
kewajiban para pihak. Namun demikian, Munir 

Fuady menegaskan bahwa terminologi MoU tidak 

identik dengan tidak mengikat. Suatu MoU dapat 

bersifat mengikat apabila dari segi substansi dan 
maksud para pihak, instrumen tersebut 

mengandung unsur-unsur perjanjian yang sah. 

Dengan kata lain, yang menentukan kekuatan 
hukum MoU bukan sekadar penamaan atau judul 

dokumennya, melainkan esensi dari isi dan tujuan 

pembuatannya. 

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat 
syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian 

dinyatakan sah, yaitu: (1) adanya kesepakatan 

para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan 
para pihak untuk membuat perikatan; (3) adanya 

suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian; dan 

(4) suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini 
bersifat kumulatif, artinya seluruhnya harus 

terpenuhi secara bersamaan agar perjanjian dapat 

dikategorikan sah dan karenanya mengikat secara 

hukum.12 
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Syarat pertama, yaitu kesepakatan 

(toestemming), merupakan inti dari suatu 
perjanjian. Kesepakatan terbentuk pada saat 

kehendak para pihak bertemu dan tidak adanya 

cacat kehendak seperti kekhilafan (dwaling), 
paksaan (dwang), maupun penipuan (bedrog) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 

KUHPerdata. Dalam konteks MoU, persoalan 

kesepakatan menjadi krusial karena MoU 
umumnya lahir dari proses negosiasi yang 

panjang, dan tidak jarang muncul pertanyaan 

mengenai apakah penandatanganan MoU sudah 
mencerminkan kesepakatan yang matang ataukah 

masih merupakan bagian dari proses tawar-

menawar yang belum final. 

Syarat kedua, yaitu kecakapan 
(bekwaamheid), mengacu pada kemampuan 

hukum para pihak untuk membuat perikatan. 

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata, setiap 
orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali 

yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. 

Pihak yang tidak cakap dalam hukum antara lain 
adalah orang yang belum dewasa, orang yang 

berada di bawah pengampuan, dan perempuan 

bersuami dalam hal tertentu (meski ketentuan 

terakhir ini sudah tidak relevan setelah 
diundangkannya Undang-Undang Perkawinan). 

Dalam konteks MoU antara badan hukum, 

kecakapan berarti subjek hukum tersebut memiliki 
kapasitas dan kewenangan yang sah untuk 

mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. 

Syarat ketiga, yaitu suatu hal tertentu 
(bepaald onderwerp), mensyaratkan bahwa objek 

atau pokok perjanjian harus jelas dan dapat 

ditentukan. Pasal 1333 KUHPerdata menegaskan 

bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok 
berupa suatu barang yang paling sedikit dapat 

ditentukan jenisnya. Dalam konteks MoU, hal ini 

berarti ruang lingkup kerja sama yang disepakati 
harus cukup tertentu atau setidaknya dapat 

ditentukan. Apabila isi MoU masih terlalu samar-

samar dan tidak mengidentifikasi objek kerja 

sama secara memadai, maka syarat ini tidak 
terpenuhi dan MoU tersebut tidak dapat 

dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah. 

Syarat keempat, yaitu suatu sebab yang halal 
(geoorloofde oorzaak), mengharuskan agar tujuan 

atau causa dari perjanjian tidak bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan, maupun 
ketertiban umum. Pasal 1335 KUHPerdata 

menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, 

atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang 

palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. 
Dengan demikian, MoU yang dibuat dengan 

tujuan melanggar hukum, misalnya sebagai kedok 

untuk transaksi ilegal, tidak dapat memperoleh 
perlindungan hukum. 



Mengacu pada analisis di atas, dapat 

disimpulkan bahwa MoU memiliki kekuatan 
mengikat secara hukum apabila memenuhi 

seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan 
demikian, pertanyaan apakah suatu MoU 

mengikat atau tidak bukan merupakan soal 

kebiasaan atau konvensi, melainkan soal substansi 

yuridis dari instrumen itu sendiri. Jika keempat 
syarat tersebut terpenuhi, maka MoU tersebut 

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak 

dan tidak boleh ditarik kembali secara sepihak, 
kecuali berdasarkan kesepakatan bersama atau 

atas alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-

undang. 

Dalam praktiknya, terdapat beberapa 
indikator yang dapat digunakan untuk menilai 

apakah suatu MoU bersifat mengikat. Pertama, 

apabila MoU memuat klausul-klausul yang sangat 
spesifik mengenai hak dan kewajiban para pihak, 

termasuk jangka waktu pelaksanaan, mekanisme 

pembayaran, dan konsekuensi hukum atas 
ketidakpatuhan, maka MoU tersebut memiliki 

karakteristik kontrak yang mengikat. Kedua, 

apabila para pihak telah mulai melaksanakan 

sebagian dari isi MoU sebelum ditandatanganinya 
perjanjian pokok, maka hal ini dapat menjadi 

indikasi kuat bahwa MoU dimaksudkan sebagai 

perjanjian yang mengikat. Ketiga, apabila tidak 
terdapat klausul yang secara tegas menyatakan 

bahwa MoU tidak mengikat secara hukum (non-

binding clause), maka dapat diasumsikan para 
pihak bermaksud agar MoU tersebut memiliki 

kekuatan hukum. 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia juga telah memberikan kontribusi 
penting dalam menegaskan kedudukan hukum 

MoU. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah 

Agung berpendapat bahwa MoU yang telah 
memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata 

dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah 

dan mengikat para pihak. Hal ini konsisten 

dengan prinsip hukum perjanjian yang 
menekankan pada substansi dan maksud para 

pihak, bukan pada bentuk atau penamaan suatu 

dokumen. 
Pembahasan mengenai kedudukan hukum 

MoU tidak dapat dilepaskan dari konteks topik 

utama skripsi ini, yaitu force majeure sebagai 
alasan pembatalan MoU. Logika hukumnya 

adalah sebagai berikut: apabila MoU tidak 

memiliki kekuatan mengikat sama sekali, maka 

konsep pembatalan (termasuk pembatalan karena 
force majeure) menjadi tidak relevan, karena tidak 

ada ikatan hukum yang dapat dibatalkan. 

Sebaliknya, apabila MoU telah terbukti mengikat 
secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 

KUHPerdata, maka pertanyaan mengenai kapan 

dan bagaimana MoU tersebut dapat dibatalkan, 
termasuk atas dasar force majeure, menjadi sangat 

signifikan. 

Dengan demikian, analisis tentang 
kedudukan hukum MoU merupakan fondasi yang 

tidak tergantikan bagi kajian force majeure dalam 

konteks ini. Suatu pihak yang ingin mengajukan 

force majeure sebagai alasan pembatalan MoU 
terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa 

MoU yang hendak dibatalkan tersebut memang 

merupakan instrumen hukum yang mengikat. Jika 
tidak, maka upaya hukum melalui force majeure 

tidak diperlukan karena MoU yang tidak mengikat 

dapat begitu saja diabaikan tanpa konsekuensi 

hukum yang berarti. 
Perlu pula dicermati bahwa dalam praktik 

penyusunan MoU yang mengikat, para pihak 

seringkali secara sadar memasukkan klausul force 
majeure dalam dokumen tersebut sebagai 

antisipasi atas kejadian-kejadian luar biasa yang 

berada di luar kendali para pihak. Keberadaan 
klausul ini secara implisit mengakui bahwa MoU 

yang bersangkutan memang memiliki kekuatan 

mengikat, karena apabila tidak mengikat, tidak 

ada keperluan untuk menyediakan mekanisme 
penangguhan atau pembatalan berdasarkan force 

majeure. Hal ini semakin memperkuat argumen 

bahwa kekuatan mengikat MoU dan force 
majeure sebagai alasan pembatalannya merupakan 

dua hal yang saling berkaitan erat dalam kerangka 

hukum perjanjian Indonesia. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan analitis mengenai 

kedudukan hukum MoU dalam sistem hukum 

perjanjian Indonesia. Pertama, meskipun MoU 
tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata, 

keberadaannya diakui dan dilindungi oleh hukum 

Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak 
yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. 

Dengan demikian, MoU memiliki tempat yang 

sah dalam tatanan hukum perjanjian Indonesia. 

Kedua, MoU memiliki kekuatan mengikat 
secara hukum apabila seluruh syarat sahnya 

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata telah terpenuhi, yaitu adanya 
kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan 

causa yang halal. Pemenuhan keempat syarat ini 

tidak bergantung pada penamaan dokumen, 
melainkan pada substansi dan maksud yang 

terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, MoU 

yang secara substansi telah memenuhi keempat 

syarat tersebut wajib diperlakukan sebagai 
perjanjian yang mengikat dan memberikan hak 

serta kewajiban kepada para pihak yang 

menandatanganinya. 



Ketiga, dalam rangka memberikan kepastian 

hukum, para pihak yang menyusun MoU sangat 
dianjurkan untuk secara tegas menyatakan di 

dalam dokumen tersebut apakah MoU bersifat 

mengikat atau tidak mengikat secara hukum. 
Pencantuman klausul mengikat (binding clause) 

atau klausul tidak mengikat (non-binding clause) 

akan sangat membantu dalam menghindari 

sengketa di kemudian hari mengenai status hukum 
dari MoU yang bersangkutan. 

Keempat, kekuatan mengikat MoU juga 

memiliki implikasi langsung terhadap 
pembahasan force majeure sebagai alasan 

pembatalan dalam skripsi ini. Hanya MoU yang 

telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata 

dan karenanya bersifat mengikat yang dapat 
menjadi objek dari pembatalan berdasarkan alasan 

force majeure. Pemahaman yang tepat dan 

komprehensif tentang hal ini merupakan prasyarat 
mutlak untuk dapat menganalisis secara 

mendalam bagaimana force majeure beroperasi 

sebagai mekanisme pembatalan MoU dalam 
hukum perjanjian Indonesia.  

Hukum perjanjian Indonesia yang berbasis 

pada KUHPerdata menganut sistem terbuka (open 

system) di mana para pihak diberi kebebasan yang 
luas untuk menentukan isi perjanjian mereka. 

Dalam konteks MoU, sistem terbuka ini berarti 

para pihak memiliki fleksibilitas untuk 
menentukan sejauh mana MoU mereka akan 

bersifat mengikat. Namun demikian, fleksibilitas 

ini harus diimbangi dengan kejernihan dan 
ketegasan dalam penyusunan dokumen, sehingga 

tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

justru dapat merugikan kepentingan para pihak itu 

sendiri di kemudian hari. 
 

B. Penerapan Force Majeure Sebagai Alasan 

Pembatalan Memorandum of 

Understanding dalam Praktik Putusan 

Pengadilan di Indonesia  

Para pihak untuk melaksanakan prestasi 

merupakan jiwa dari setiap perjanjian. Asas pacta 
sunt servanda yang tersurat dalam Pasal 1338 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUHPerdata) menegaskan 
bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya. Konsekuensi logis dari asas ini 
adalah apabila salah satu pihak gagal 

melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut 

dapat dikenakan tanggung jawab atas wanprestasi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 
KUHPerdata.13 
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Akan tetapi, sistem hukum yang adil tidak 

dapat mengabaikan kenyataan bahwa dalam 
kehidupan manusia terdapat peristiwa-peristiwa di 

luar jangkauan kehendak dan kemampuan 

manusia yang menyebabkan mustahilnya 
pelaksanaan prestasi. Untuk menjembatani 

kepentingan kepastian hukum di satu sisi dan 

keadilan substantif di sisi lain, KUHPerdata 

mengatur doktrin force majeure atau keadaan 
memaksa dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. 

Kedua pasal ini menjadi landasan normatif yang 

memberikan perlindungan hukum kepada debitur 
yang secara objektif tidak mampu berprestasi 

bukan karena kelalaian, melainkan karena 

peristiwa yang berada di luar kuasanya. 

Persoalan yang semakin relevan dalam 
perkembangan hukum bisnis kontemporer adalah 

penerapan force majeure dalam konteks 

Memorandum of Understanding (MOU). MOU 
sebagai perjanjian pendahuluan (preliminary 

agreement) yang lazim digunakan dalam transaksi 

bisnis skala besar maupun kerja sama 
antarlembaga menimbulkan pertanyaan mendasar: 

apakah force majeure dapat dijadikan dasar untuk 

membatalkan, menangguhkan, atau membebaskan 

pihak dari kewajiban yang tertuang dalam MOU? 
Pertanyaan ini semakin mendesak untuk dijawab 

mengingat putusan-putusan pengadilan di 

Indonesia, termasuk Putusan Mahkamah Agung 
No. 959 K/Pdt/2019, memberikan gambaran nyata 

tentang bagaimana hakim menafsirkan dan 

menerapkan ketentuan force majeure dalam 
praktik.14 

Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa 

debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, 

rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat 
membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya 

perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam 

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh 
sesuatu hal  yang tidak terduga, yang tidak dapat 

dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada 

itikad buruk padanya. Ketentuan ini secara 

implisit membuka ruang bagi debitur untuk 
membebaskan diri dari kewajiban ganti rugi 

dengan membuktikan adanya unsur yang tidak 

terduga dan tidak dapat dipertanggungkan 
kepadanya. 

Pasal 1245 KUHPerdata menegaskan bahwa 

tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga 
bila karena keadaan memaksa atau karena hal 

yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang 

untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang 

diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang 
terlarang baginya. Jika Pasal 1244 menekankan 
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aspek pembuktian dari sisi debitur, maka Pasal 

1245 secara tegas menetapkan akibat hukumnya, 
yaitu pembebasan dari kewajiban mengganti 

biaya, kerugian, dan bunga. Secara doktrinal, dari 

kedua pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa 
force majeure dalam KUHPerdata mengandung 

tiga elemen pokok: pertama, adanya halangan 

dalam pelaksanaan prestasi; kedua, halangan 

tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada debitur; 
dan ketiga, halangan tersebut tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya. Ketiga elemen ini 

bersifat kumulatif, artinya seluruhnya harus 
terpenuhi agar force majeure dapat diakui secara 

hukum. 

Doktrin hukum membedakan force majeure 

ke dalam dua kategori yang memiliki akibat 
hukum berbeda. Force majeure absolut (absolut 

onmogelijkheid) terjadi apabila prestasi yang 

diperjanjikan menjadi benar-benar mustahil untuk 
dilaksanakan sama sekali, bukan hanya lebih sulit 

atau lebih mahal. Dalam kondisi ini, perikatan 

dianggap gugur seluruhnya karena objeknya telah 
musnah atau tujuannya tidak dapat dicapai lagi 

secara permanen. Contoh paling tegas adalah 

musnahnya barang tertentu yang menjadi objek 

perjanjian sebelum diserahkan kepada kreditur.15 
Force majeure relatif (relatieve 

onmogelijkheid) terjadi apabila prestasi hanya 

terhalang untuk sementara waktu, dan setelah 
kondisi kedaruratan berlalu, debitur masih dapat 

melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, 

perikatan tidak gugur melainkan ditangguhkan 
selama keadaan memaksa berlangsung. 

Implikasinya, debitur tidak dapat dimintai ganti 

rugi atas keterlambatan prestasi selama masa 

force majeure berlangsung, namun kewajiban 
tersebut tetap harus dipenuhi setelah kondisi 

kembali normal. 

Perbedaan tipologi ini sangat krusial dalam 
konteks MOU karena menentukan apakah MOU 

tersebut berakhir demi hukum (dalam kasus force 

majeure absolut) atau hanya ditangguhkan 

pelaksanaannya untuk kemudian dilanjutkan 
(dalam kasus force majeure relatif). Seperti yang 

akan dibahas lebih lanjut, penentuan tipologi ini 

sepenuhnya bergantung pada fakta-fakta yang ada 
dalam perkara, bukan semata-mata pada jenis 

peristiwa force majeure yang terjadi.16 

Berdasarkan sinkronisasi antara ketentuan 
KUHPerdata dan perkembangan yurisprudensi, 

debitur yang hendak mengemukakan force 

majeure wajib membuktikan tiga hal secara 

                                                
15  Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum 

Perikatan (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 34. 
16  Salim HS dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan 

Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Ed. 8 
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kumulatif. Pertama, debitur tidak mempunyai 

kesalahan (schuld) atas timbulnya halangan 
prestasi tersebut. Prinsip ini mencerminkan bahwa 

force majeure tidak dapat digunakan sebagai 

tameng oleh debitur yang turut berkontribusi 
menciptakan kondisi yang menghambat 

prestasinya. Kedua, halangan tersebut tidak dapat 

diduga sebelumnya (onvoorzienbaar) pada saat 

perjanjian dibuat. Apabila debitur pada waktu 
menutup perjanjian sudah mengetahui atau 

sepatutnya menduga akan timbulnya peristiwa 

yang menghalangi prestasi namun ia tetap 
menutup perjanjian, maka risiko tersebut 

dianggap telah ia tanggung sendiri. Ketiga, 

debitur tidak menanggung risiko atas halangan 

tersebut baik berdasarkan ketentuan undang-
undang, perjanjian, maupun ajaran itikad baik. 

Memorandum of Understanding secara 

harfiah berarti nota saling pengertian. Dalam 
praktik bisnis Indonesia, MOU digunakan sebagai 

instrumen untuk menuangkan kesepahaman awal 

para pihak sebelum dibuat perjanjian yang lebih 
rinci dan definitif. Meskipun namanya 

mengindikasikan sifat yang lebih lunak 

dibandingkan kontrak pada umumnya, secara 

hukum kedudukan MOU di Indonesia tidak dapat 
dipandang remeh.17 Apabila MOU memenuhi 

syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya 
kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang 

tertentu, dan causa yang halal, maka MOU 

tersebut berlaku sebagai perjanjian yang mengikat 
dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 

kontrak pada umumnya. Asas pacta sunt servanda 

berlaku sepenuhnya. Oleh karena itu, apabila 

salah satu pihak tidak melaksanakan 
kewajibannya dalam MOU tanpa alasan yang 

dibenarkan hukum, maka pihak tersebut dapat 

dituntut atas dasar wanprestasi. 
Karakter hukum kontrak termasuk MOU 

menempatkan dirinya dalam ruang lingkup hukum 

perikatan privat sebagaimana dikemukakan dalam 

analisis Putusan MA No. 959 K/Pdt/2019. 
Kontrak diarahkan untuk memberikan kepastian 

hukum terhadap transaksi ekonomi para pihak 

yang bersifat privat, berbeda dari perikatan yang 
lahir dari kepentingan publik maupun kewajiban 

konstitusional. Dengan demikian, seluruh 

ketentuan hukum perikatan privat, termasuk 
doktrin force majeure dalam Pasal 1244 dan 1245 

KUHPerdata, berlaku penuh terhadap MOU. 

Pembatalan MOU atas dasar force majeure 

dapat terjadi dalam dua skema hukum yang 
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berbeda. Skema pertama adalah pembatalan demi 

hukum (nietig van rechtswege) yang terjadi 
apabila force majeure bersifat absolut dan 

permanen sehingga tujuan utama MOU—yaitu 

pelaksanaan kerja sama yang dijanjikan—menjadi 
mustahil selamanya. Dalam skema ini, MOU 

dianggap berakhir secara otomatis tanpa 

memerlukan putusan pengadilan karena objek 

atau tujuan perjanjiannya telah musnah. Doktrin 
frustration of contract yang dikenal dalam sistem 

common law memiliki konstruksi serupa dengan 

skema ini. 
Skema kedua adalah pembatalan melalui 

putusan pengadilan (vernietigbaar) berdasarkan 

Pasal 1266 KUHPerdata jo. Pasal 1267 

KUHPerdata, di mana salah satu pihak 
mengajukan gugatan pembatalan karena pihak 

lain menolak mengakui keadaan force majeure. 

Hakim kemudian berperan memeriksa apakah 
syarat-syarat force majeure terpenuhi dan apakah 

akibat yang ditimbulkan bersifat permanen atau 

hanya sementara. Apabila hakimmenyatakan force 
majeure terbukti dan bersifat permanen, maka 

MOU dinyatakan batal. Penting untuk dicatat 

bahwa pembatalan MOU karena force majeure 

berbeda secara fundamental dengan pembatalan 
karena wanprestasi. Dalam pembatalan akibat 

force majeure, tidak ada pihak yang bersalah, 

sehingga tidak ada kewajiban ganti rugi yang 
lahir. Para pihak dikembalikan pada posisi semula 

(restitutio in integrum) apabila terdapat prestasi 

yang telah dilaksanakan sebelum force majeure 
terjadi. Inilah perbedaan mendasar yang 

menjadikan pembuktian force majeure sangat 

strategis dalam sengketa pembatalan MOU. 

Apabila force majeure yang terjadi bersifat 
relatif dan sementara, akibat hukumnya bukan 

pembatalan melainkan penangguhan. Kewajiban 

para pihak berdasarkan MOU ditunda sementara 
selama kondisi force majeure berlangsung. 

Sesegera kondisi force majeure dapat diatasi, para 

pihak berkewajiban untuk melanjutkan 

pelaksanaan MOU seolah-olah tidak pernah ada 
gangguan. Mekanisme penangguhan ini sejalan 

dengan konstruksi force majeure relatif yang 

dianalisis dalam konteks Putusan MA No. 959 
K/Pdt/2019. Dalam perkara tersebut, kondisi PT. 

Bara Artha Energi yang area pertambangannya 

terendam banjir sehingga tidak dapat melakukan 
pengangkutan batu bara ke kapal yang disewa 

dikategorikan sebagai force majeure yang bersifat 

relatif. Banjir sebagai peristiwa alam tidak 

menyebabkan ketidakmungkinan permanen dalam 
pelaksanaan perjanjian pengangkutan, melainkan 

hanya menghambat sementara. Karenanya, 

perjanjian sewa menyewa kapal antara PT. Bara 
Artha Energi dan PT. Trans Pasific Jaya harus 

ditangguhkan terlebih dahulu sampai kondisi 

memaksa tersebut dapat dikendalikan. 
Praktik penyusunan MOU, klausula force 

majeure umumnya mencantumkan ketentuan 

tentang jangka waktu pemberitahuan (notice 
period) yang harus dipenuhi oleh pihak yang 

mengalami force majeure. Kelalaian dalam 

memenuhi kewajiban pemberitahuan dapat 

mengakibatkan hilangnya hak untuk mengklaim 
force majeure meskipun peristiwa yang 

bersangkutan secara substansial memenuhi 

kriteria keadaan memaksa. Hal ini menegaskan 
betapa pentingnya aspek prosedural dalam 

penerapan klausula force majeure. 

Selain berfungsi sebagai dasar pembatalan 

atau penangguhan, force majeure juga berfungsi 
sebagai dasar pembebasan dari tanggung jawab 

hukum, khususnya kewajiban membayar ganti 

rugi. Berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata, 
debitur yang terbukti berada dalam kondisi force 

majeure dibebaskan dari kewajiban mengganti 

biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur. Ini 
merupakan akibat hukum yang paling langsung 

dan praktis dari pengakuan force majeure. Dalam 

konteks MOU, pembebasan kewajiban ini 

mencakup tidak hanya ganti rugi atas kegagalan 
pelaksanaan prestasi pokok, tetapi juga berbagai 

kewajiban turunan seperti penalty clause, 

liquidated damages, demurrage, dan bentuk-
bentuk kompensasi lainnya yang mungkin 

tercantum dalam MOU. Apabila force majeure 

terbukti, seluruh kewajiban kompensasi tersebut 
gugur demi hukum. 

Putusan Mahkamah Agung No. 959 

K/Pdt/2019 merupakan putusan kasasi yang 

memperkarakan sengketa antara PT. Bara Artha 
Energi sebagai Penggugat/Termohon Kasasi 

melawan PT. Trans Pasific Jaya sebagai 

Tergugat/Pemohon Kasasi. Kasus tersebut, PT. 
Trans Pasific Jaya bertindak sebagai pemilik 

kapal sedangkan PT. Bara Artha Energi sebagai 

penyewa yang berkewajiban mengangkut batu 

bara ke kapal yang labuh di pelabuhan. 
Permasalahan timbul ketika area 

pertambangan PT. Bara Artha Energi terendam 

banjir pada saat yang seharusnya menjadi waktu 
pelaksanaan pengangkutan batu bara ke kapal 

sewaan. Akibatnya, PT. Bara Artha Energi tidak 

dapat melaksanakan kewajibannya untuk 
mengangkut muatan sebagaimana yang telah 

diperjanjikan. PT. Trans Pasific Jaya kemudian 

menuntut pembayaran jaminan demurrage sebesar 

Rp 180.570.000,- atas dasar keterlambatan 
tersebut. PT. Bara Artha Energi menolak tuntutan 

tersebut dengan mengemukakan bahwa 

ketidakmampuan berprestasi disebabkan oleh 
force majeure berupa banjir yang melanda area 



tambangnya. Selanjutnya PT. Bara Artha Energi 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat untuk memperoleh putusan yang 

menyatakan kondisi tersebut sebagai force 

majeure dan membebaskannya dari kewajiban 
membayar jaminan demurrage, sekaligus 

menuntut pengembalian kerugian materil sebesar 

Rp 101.494.000,-. 

Majelis hakim pada seluruh tingkatan 
peradilan mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah 

Agung konsisten menyatakan bahwa kondisi PT. 
Bara Artha Energi memenuhi kualifikasi sebagai 

keadaan memaksa (force majeure). Banjir yang 

melanda area pertambangan merupakan peristiwa 

alam yang tidak dapat diduga sebelumnya, tidak 
dapat dihindari, dan berada di luar kemampuan 

pengendalian PT. Bara Artha Energi. Aspek yang 

sangat signifikan dalam putusan ini adalah temuan 
hakim bahwa PT.Trans Pasific Jaya 

(Tergugat/Pemohon Kasasi) telah melakukan 

wanprestasi yang secara eksplisit memuat 
klausula force majeure. Klausula tersebut 

mewajibkan kedua belah pihak untuk 

mengesampingkan pelaksanaan perjanjian apabila 

salah satu pihak dapat membuktikan terjadinya 
force majeure, sampai keadaan tersebut dapat 

diatasi. Dengan kata lain, PT. Trans Pasific Jaya 

tidak hanya gagal mengakui force majeure yang 
telah dibuktikan, tetapi juga melanggar ketentuan 

kontraktual yang telah disepakati bersama. 

Pertimbangan hakim ini memberikan 
pelajaran hukum yang sangat berharga: klausula 

force majeure dalam perjanjian tidak sekadar 

bersifat deklaratif, melainkan melahirkan 

kewajiban aktif bagi pihak kreditur untuk 
mengakui dan menghormati keadaan force 

majeure yang telah dibuktikan oleh debitur. 

Penolakan sepihak atas force majeure yang 
terbukti dapatdikategorikan sebagai wanprestasi 

dari pihak kreditur itu sendiri. 

Mahkamah Agung menolak permohonan 

kasasi PT. Trans Pasific Jaya dan menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

menghukum Tergugat untuk mengembalikan 

kerugian materil Penggugat sebesar Rp 
101.494.000,-. Putusan ini secara tegas 

menegaskan dua hal. pertama, PT. Bara Artha 

Energi terbukti berada dalam kondisi force 
majeure sehingga tidak dapat dimintakan ganti 

kerugian atas tidak terlaksananya prestas. Kedua, 

tuntutan demurrage yang diajukan PT. Trans 

Pasific Jaya tidak berdasar hukum karena tidak 
ada wanprestasi dari pihak PT. Bara Artha Energi. 

Putusan ini juga memperkuat prinsip bahwa force 

majeure yang bersifat relatif mengakibatkan 
penangguhan kewajiban, bukan pembatalan 

perjanjian secara keseluruhan. Dengan demikian, 

segala kewajiban kompensasi termasuk 
demurrage yang bersumber dari keterlambatan 

prestasi selama masa force majeure gugur demi 

hukum. 
Putusan MA No. 959 K/Pdt/2019 

menggarisbawahi betapa pentingnya penyusunan 

klausula force majeure yang komprehensif dalam 

MOU. Paling tidak, klausula tersebut harus 
memuat definisi yang jelas tentang peristiwa-

peristiwa yang dikategorikan sebagai force 

majeure mekanisme pemberitahuan yang harus 
dipenuhi oleh pihak yang mengalami force 

majeure; akibat hukum dari pengakuan force 

majeure, apakah berupa penangguhan atau 

pembatalan; serta kewajiban para pihak untuk 
bernegosiasi dengan itikad baik apabila kondisi 

force majeure berlangsung dalam jangka waktu 

tertentu. 
Hal yang perlu ditekankan, sebagaimana 

ditegaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, force 

majeure hanya dapat diterima sebagai alasan 
pembenar apabila mengakibatkan hilangnya atau 

lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok 

perjanjian. Ini berarti sekedar kesulitan (hardship) 

dalam pelaksanaan MOU tidak serta-merta 
dikualifikasikan sebagai force majeure. Hanya 

ketidakmampuan mutlak secara fisik maupun 

hukum yang dapat memenuhi kriteria ini. 
Penerapan force majeure dalam konteks 

MOU juga dapat diperkuat dengan merujuk pada 

Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang perubahan 
keadaan yang fundamental sebagaimana dianalisis 

oleh Mieke Komar Kantaatmadja. Meskipun 

Konvensi Wina tersebut secara spesifik mengatur 

perjanjian internasional antarnegara, prinsip-
prinsipnya memberikan panduan normatif yang 

relevan untuk menafsirkan klausula force majeure 

dalam MOU privat. Lima syarat yang harus 
dipenuhi agar perubahan keadaan dapat 

mengakhiri perjanjian menurut doktrin tersebut 

yakni perubahan yang tidak terdapat pada waktu 

pembentukan perjanjian, bersifat fundamental, 
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, berdampak 

radikal terhadap lingkup kewajiban, dan tidak 

timbul akibat pelanggaran pihak yang mengajukan 
tuntutan memiliki kesejajaran yang nyata dengan 

unsur-unsur force majeure dalam Pasal 1244 dan 

1245 KUHPerdata. Konsistensi antara doktrin 
hukum nasional dan internasional ini memperkuat 

legitimasi penerapan force majeure sebagai dasar 

pembatalan atau penangguhan MOU. 

Tantangan terbesar dalam penerapan force 
majeure sebagai dasar pembatalan atau 

penangguhan MOU terletak pada aspek 

pembuktian. Tidak mudah menyatakan bahwa 
suatu bencana atau keadaan yang tidak terduga 



dapat dikategorikan sebagai force majeure; force 

majeure harus dibuktikan oleh para pihak dalam 
perjanjian. Beban pembuktian ini sepenuhnya 

berada pada pundak debitur yang mengklaim 

keberadaan force majeure. 
Dalam praktik persidangan, hakim akan 

meneliti setidaknya tiga dimensi pembuktian. 

Dimensi pertama adalah dimensi faktual, yaitu 

apakah peristiwa yang diklaim sebagai force 
majeure benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi 

secara objektif. Dalam Putusan MA No. 959 

K/Pdt/2019, banjir di area pertambangan 
merupakan fakta yang dapat dibuktikan secara 

fisik dan dokumentatif. Dimensi kedua adalah 

dimensi kausal, yaitu apakah terdapat hubungan 

sebab-akibat yang langsung antara peristiwa 
tersebut dengan ketidakmampuan berprestasi. 

Dimensi ketiga adalah dimensi normatif, yaitu 

apakah peristiwa tersebut memenuhi definisi force 
majeure yang dirumuskan dalam perjanjian 

maupun dalam KUHPerdata. 

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika 
klausula force majeure dalam MOU tidak 

merumuskan secara lengkap jenis-jenis peristiwa 

yang termasuk force majeure. Dalam kondisi 

demikian, hakim memiliki kewenangan penafsiran 
yang lebih luas. Penafsiran hakim wajib 

memperhatikan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 

KUHPerdata) dan maksud para pihak pada saat 
membuat perjanjian, tidak semata-mata terpaku 

pada bunyi literal klausula. Yurisprudensi 

Mahkamah Agung, antara lain Putusan MA No. 
409 K/Pdt/1984 dan No. 3641 K/Pdt/1985, secara 

konsisten menyatakan bahwa penafsiran kontrak 

harus mengutamakan maksud para pihak atas 

bunyi kata-kata. Dimensi temporal juga menjadi 
persoalan tersendiri: sampai kapan sebuah kondisi 

force majeure dianggap masih berlangsung? 

Dalam konteks MOU jangka panjang, pertanyaan 
ini sangat relevan karena menyangkut kapan 

kewajiban yang ditangguhkan harus dilanjutkan 

kembali. Ketiadaan pengaturan jangka waktu 

maksimum penangguhan dalam klausula force 
majeure dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang merugikan kreditur. Oleh karena itu, 

praktisi hukum bisnis menganjurkan agar MOU 
memuat klausula long-stop date, yaitu batas waktu 

maksimum penangguhan yang apabila terlewati 

mengakibatkan salah satu pihak berhak 
mengakhiri MOU. 

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan di 

atas, dapat ditarik beberapa simpulan yang saling 

menopang. Pertama, Pasal 1244 dan Pasal 1245 
KUHPerdata merupakan landasan normatif yang 

kuat bagi penerapan force majeure dalam setiap 

jenis perjanjian termasuk MOU, selama MOU 
tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian 

menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, akibat 

hukum force majeure terhadap MOU bergantung 
pada tipologinya: force majeure absolut/permanen 

mengakibatkan batalnya MOU demi hukum, 

sedangkan force majeure relatif/sementara hanya 
mengakibatkan penangguhan kewajiban hingga 

kondisi force majeure berlalu. 

Ketiga, Putusan MA No. 959 K/Pdt/2019 

memberikan preseden penting bahwa klausula 
force majeure dalam perjanjian melahirkan 

kewajiban aktif bagi seluruh pihak—bukan hanya 

debitur—untuk mengakui dan menghormati 
keadaan force majeure yang telah terbukti. 

Penolakan sepihak oleh kreditur atas force 

majeure yang sah secara hukum dapat 

dikualifikasikan sebagai wanprestasi dari kreditur 
tersebut. Prinsip ini memiliki relevansi langsung 

dalam sengketa MOU di mana salah satu pihak 

menolak mengakui kondisi force majeure. 
Keempat, dari perspektif preventif, para 

pihak yang menyusun MOU hendaknya 

merumuskan klausula force majeure secara 
komprehensif yang tidak hanya mendefinisikan 

peristiwa-peristiwa force majeure secara 

enumeratif, tetapi juga mengatur mekanisme 

pemberitahuan, prosedur negosiasi ulang 
(renegotiation), jangka waktu maksimum 

penangguhan, dan ketentuan tentang pembagian 

risiko apabila force majeure berkepanjangan. 
Klausula yang disusun secara demikian akan 

memberikan kepastian hukum yang lebih baik 

bagi para pihak dan meminimalkan potensi 
sengketa. 

Akhirnya, perkembangan yurisprudensi 

Indonesia menunjukkan bahwa pengadilan 

semakin terbuka dan konsisten dalam mengakui 
force majeure sebagai dasar hukum yang sah 

untuk pembatalan, penangguhan, dan pembebasan 

kewajiban dalam perjanjian, sepanjang unsur-
unsurnya dapat dibuktikan dengan standar 

pembuktian yang memadai. Hal ini memberikan 

sinyal positif bagi dunia usaha bahwa sistem 

hukum Indonesia mampu memberikan 
perlindungan yang berimbang antara kepastian 

hukum di satu sisi dan keadilan substantif di sisi 

lain. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  
1. Memorandum of Understanding (MoU) dalam 

sistem hukum perjanjian Indonesia pada 

dasarnya memiliki kedudukan hukum yang 

sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 

KUHPerdata, meskipun tidak diatur secara 

eksplisit dalam peraturan perundang-
undangan. Kekuatan mengikat suatu MoU 



tidak ditentukan oleh nomenklatur 

dokumennya, melainkan oleh terpenuhi atau 
tidaknya syarat sah perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu 

adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, 
objek tertentu, dan causa yang halal.  

2. Force majeure berdasarkan Pasal 1244 dan 

Pasal 1245 KUHPerdata dapat diterapkan 

sebagai dasar pembatalan, penangguhan, 
maupun pembebasan kewajiban dalam MoU 

yang telah memenuhi syarat sahnya 

perjanjian. Penerapannya bergantung pada 
sifat force majeure yang terjadi, di mana force 

majeure absolut mengakibatkan berakhirnya 

perikatan, sedangkan force majeure relatif 

hanya menangguhkan pelaksanaan prestasi. 
Melalui analisis Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 959 K/Pdt/2019, ditemukan bahwa 

banjir yang menghambat pelaksanaan prestasi 
dikualifikasikan sebagai force majeure relatif 

yang menyebabkan penangguhan kewajiban 

dan menghapus kewajiban pembayaran 
kompensasi berupa demurrage, sekaligus 

menegaskan bahwa penolakan terhadap force 

majeure yang terbukti dapat dikualifikasikan 

sebagai wanprestasi. 
 

B. Saran 

1. Para pihak yang menyusun Memorandum of 
Understanding hendaknya secara tegas 

menentukan status hukum MoU, apakah 

bersifat binding atau non-binding, serta 
memastikan substansi dokumen dirumuskan 

secara jelas mengenai hak, kewajiban, objek 

perjanjian, dan mekanisme penyelesaian 

sengketa agar tidak menimbulkan multitafsir 
mengenai kekuatan mengikat MoU di 

kemudian hari. 

2. Dalam penyusunan MoU maupun perjanjian 
bisnis lainnya, para pihak perlu merumuskan 

klausula force majeure secara komprehensif 

dengan mencantumkan jenis peristiwa force 

majeure, mekanisme pemberitahuan, prosedur 
penangguhan, renegosiasi, pembagian risiko, 

serta batas waktu penangguhan, sehingga 

tercipta kepastian hukum dan perlindungan 
yang seimbang bagi para pihak apabila terjadi 

keadaan memaksa dalam pelaksanaan 

perjanjian. 
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